WALI KOTA CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

Menimbang :

Mengingat :

KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun

Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota

tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan

Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 551);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

13.Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

15.

16.

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintah yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri

D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016
Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon

Nomor 70);

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

21.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2019 Nomor 12);

22.Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon

Tahun 2019 Nomor 37);
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MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DANA

ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan ditetapkan sebesar Rp8.400.018.000,00
(delapan milyar empat ratus juta delapan belas ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Kebonbaru sebesar ..... Rp 381.819.000,00
2. Kelurahan Kejaksan sebesar ........ Rp 381.819.000,00
3. Kelurahan Kesenden sebesar ....... Rp 381.819.000,00
4. Kelurahan Sukapura sebesar ..... Rp 381.819.000,00
5. Kelurahan Drajat sebesar ........... Rp 381.819.000,00
6. Kelurahan Kesambi sebesar ....... Rp 381.819.000,00
7. Kelurahan Pekiringan sebesar .... Rp 381.819.000,00
8. Kelurahan Sunyaragi sebesar ..... Rp 381.819.000,00
9. Kelurahan Karyamulya sebesar ... Rp 381.819.000,00
10. Kelurahan Argasunya sebesar ..... Rp 381.819.000,00
11. Kelurahan Harjamukti sebesar ....  Rp 381.819.000,00
12. Kelurahan Kalijaga sebesar ........ Rp 381.819.000,00
13. Kelurahan Kecapi sebesar .......... Rp 381.819.000,00
14. Kelurahan Larangan sebesar ...... Rp 381.819.000,00
15. Kelurahan Kasepuhan sebesar .... Rp 381.819.000,00

16. Kelurahan Lemahwungkuk sebesar Rp 381.819.000,00

17. Kelurahan Panjunan sebesar ........ Rp 381.819.000,00
18. Kelurahan Pegambiran sebesar ..... Rp 381.819.000,00
19. Kelurahan Jagasatru sebesar ....... Rp 381.819.000,00
20. Kelurahan Pekalangan sebesar .... Rp 381.819.000,00

21. Kelurahan Pekalipan sebesar .......... Rp 381.819.000,00
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22. Kelurahan Pulasaren sebesar .......... Rp 381.819.000,00

Pasal 2

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
untuk setiap Kelurahan dialokasikan kepada seluruh Kelurahan

secara merata.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengalokasikan Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 untuk pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian
anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, Kecamatan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dengan sumber
pendanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah
selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Anggaran Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang
ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, telah dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Februari 2020

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 11 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,

ANWAR SANUSI
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 6

Sahnan sesuai dengan aslinya
, KEPALA BAGIAN HUKUM
/< /DAN HAK , ANUSIA?

CHANDRA BIMA ANA, SH., MM.
Pembma Tingkat I (IV/b)
NIP 19621001 199703 1 003



